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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai 
Ayung Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar belum 
sepenuhnya terwujud. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 
banyak pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai dengan 
arahan terhadap peruntukan kawasan. Banyak kawasan asri 
dalam lingkungan hidup khususnya di daerah hijau, jurang 
dan sungai yang didirkan bangunan dengan alih-alih untuk 
mendapatkan pemandangan yang indah demi menarik 
perhatian pariwasata. Atas hal tersebut, Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang melakukan pengendalian 
terhadap penggunaan ketersediaan ruang di Kabupaten 
Gianyar dengan melakukan pengawasan dan penindakan 
terhadap bangunan yang sudah berdiri maupun yang akan 
didirikan khususnya di kawasan hijau, jurang dan sungai. 
2. Upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk mewujudkan 
perlindungan hukum terhadap kawasan sempdan sungai 
yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan kepada para 
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pemilik bangunan yang melanggar sudah berjalan cukup 
efektif, hal itu dibuktikan dengan para pemilik bangunan 
Resort, Hotel, Villa dan usaha Rafting yang dengan 
kesadaran segera menertibkan bangunan mereka sendiri dan 
mensterilkan kawasan sempadan sungai dari segala bentuk 
bangunan.  
B. Saran 
1. Pemerintah Kabupaten Gianyar hendaknya lebih giat lagi 
dalam melakukan sosialisasi mengenai Perda Nomor 16 
Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Gianyar sehingga 
masyarakat dan para pelaku usaha lebih memahami aturan-
aturan terkait bangunan yang akan didirikan dikawasan 
sempadan sungai. 
2. Pemerintah Kabupaten Gianyar yang sudah cukup 
maksimal dalam melakukan penertiban dengan 
memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan 
yang melanggar aturan mengenai kawasan sempadan 
sungai bisa lebih meningkatkan kinerja dan pengawasannya 
sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi pelanggaran 
terkait pendirian bangunan dikawasan sempadan sungai. 
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